LIMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

LS

NOMOR : 6 TAHUN 1993 SERI D NO. b

s X b ®

,\PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG. o

-  NOMOR : 9 TAHUN 1993 S
TENTANG ' .

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN

1993/1994
DENGAN- RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG- S _ ‘

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan - dan Belanj’a Daerah Kabupat%n
c Daerah Tlngkat II Pemalang Tahun Anggafan 1993/1994% ~

~ perlu ditetapkan dengan ‘Peraturan Daerah sesual dengan

~ Pasal 64 ayat (2) Undang ~ undang Nomor 5 Tahun 1974
Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok ~

pokck Pemerlntahan di Daerah.

968000 0800000900 ( 2 )Q

‘2. Undang-undang
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http://jdih'.pemalrangkab'.‘gb;i‘d/'

_‘g -

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten dalém lingkungan Propinsi Ja
wa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun -
1950 tentang Penetapan mulai bérlakunya Undang - undang
Namor 1% Tahun 1950 ;

3, Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan 3 ! :

Ly Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengu -
rusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Dae-
rah 3 '

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Pe
nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksa
naan Tata Usaha‘Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi =~
tungan Anggaran Pendépatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Ca-
ra Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji Pensiun bagi
Daerah Otonom j q )

+ 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 ten~
tang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dae
rah dan Penyusunan Perhituﬁgan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ]

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 ten-
tang Pelaksanéan Tuntutan Ganti'Rugi Keuangan dan Méte;
riil Daerah

......

9.Peraturan Menteri seeesesesl 3 ).
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9.

10,

11,

S 12,

13,.

BTN

15.

16.

17.

-3-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Penerlmaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1986 tentang
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
Keputusan Menteri Dalam Negeri'Nomor 900-099 Tahun 1980 -
tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah

Keputusan Mentefi Dalam Negeri Nomer. 570-360 Tahun 1981 -
tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendali-

an Kredlt Anggaran ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 -

tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega
ra 3 ‘ | ' : Q_:
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Angga -
ran\Pendapatan dan Belanja Daerah ; _

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985

tentang Penyempurnarn Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 903-603 tentang Pelaksanzan Anggaras Pendapatan dan Belan-

ja Daerah 3

18. Keputusan Memteri eccecescosse ( 4 )o
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18, Keputusan Henteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang

Petunjuk Pengelolaan Pondgpaton Dacrsh Hasil Pajok Bumi dan  ©

Bangunan 3 . .

19, Keputusan Monteri Dalom Negeri Nomor 903-269 Tohun 1986 teon

tang Pcnycmpurnom Bentuk dan Susunan Tata Usaha Kcuangan -

Dacrah scrda Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Do

crah 3 - ) ,

20, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo’r 903~379 Tohun 1987 tcn

A tang Pengguncan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pen

dapatan don Belanja Dacrah scria Petunjuk Tehnis Tata Usaha

_Keuangan Dacrah j _ _

21. Kcputusan Menteri Dalom Negeri Nomor 903057 Tohun 1988 ten

tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan -
Dacrab 3 ’ ‘

Momperhatikan ¢ le Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD -
anggal 12 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusu
nanh Anggaran Pendapaton dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 1993 / 1994 ;

2+ Kcputusan Dewan Poerwokilan Rakyat Dacrah Kabupoe
ten Dacrah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03 /
DERD / 1991 tanggal 21 Pebruari 1991 tentong Po-
raturan Tata Tertib Deowan Ferwakilan Rakyat Daow
roh Kabupaten Dacrah Tingkat II Pemalange

L4

Mcndengar -.oe-...eoaoaoa( 5 )o
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* Mendengar : 1, Pembicaraan dalam Rapat — rapat Panitia Angga

| ran Dewan Peruakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkst II Pemslang tanggal 19 dan 20

Maret 1993 ; |

2. Pembicaraan Golam rapat Paripurna Dewan Perwa

- kilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingket

. | IT Pomalang tanggal 31 Haret 1993. o

~—

Dengan persetujuan Dewan Pem..kllan Rak.yat Da.erah Kabupa'l: en Dae
rah Tingkat II Pemalang

MEMUTUSKAN 3

’

Menetapkan : PERATURAN DATRAY TENTANG ANCGARAN PENDAPATAN DAN
EFLANJA DAXRLE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II Pilife
LANG TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994,

Pa~sa1 1

Jumlah Ancgaran Pendapatan dan Belanja Daerah =
Tahun Znggaran 1993/1994 sebesal sescseesssesccs
Rp+20.24340924000,00
ae P“NDAPAT."N |

- Perdzpatan :.................ﬂp.20.24 3092,000
'b. BELANJA

=R utinRp.9.0784735.000

-Pcmbarq;&marﬂpll 164.357 .OOO

Rp 0204243 0092 +000

Pasal 2 ';'.;.;.....; ( 6 )0
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Pasal 2,

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungén adalah sebagai berikut
a. PENDAPATAN v )
-~ Pendapatan ' . RPel.581.432,000,00

==

be BELANJA

~ Pembangunan - '

g

. RDe1.5814432,000,00

o e

e, -

Pasal 3.
(1) Rincian dari ké;bentuan tersetut pada Pasal 1 dimiat dae

lam Lampiran A. B :
(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan terééﬁut Pasal 1 -
- dan Pasal 2 dimuat dalam Lempiran AT, ATI/R dan A II/P.
(3) Conmtoh rincian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) =~
dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan da

- ri Peraturan Daerah ini, |

PaSal - 40 |

Pasal - Pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Pera -
turan Perundang ~ undangan yang berlaku, adalah sebagaimana
.. daftar terlampir. ’

Pasal 5 ;;;;;;o;;oo0t-cooo.o ( T )o
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| Pasal 5
Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan
dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1
April 1993.
Ditetapkan di : Pemalang.
Pada tanggal 31 Maret 1993.

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
~ KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II

e

PEMALANG

~— PEMALANG
KETUA Cap.
Cap. ttd.
ttd. ‘
Drs. H. LASWADI. Drs. SOEWARTONO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang Nomor 6 Tanggal 8 Juni 1993. Seri D NO. 4.
Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Pemalang
Yang Menjalankan Tugas

Cap. 444,

A NGADI,BA
— Pembina

Nip. 010 Okl 765
Ketua Bappeda.
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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I -
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT I

JAWA TENGAH *
NOMOR : 903/620/1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Membaca

Menimbang

. DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Surat Bupati‘'Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tang

gal 7 April 1993 Nomor 903/1234/1993 perihal Permo-

honan Pengesahan Peratuway Daerah Nomor 9 Tahun 1993
tentang Penetapan Anggaram Pendapatan dan Belanja -

Daerah Kabupaten DaerahATingkat 11 Pemalang Tahun -

Anggaw¥an 1993 / 1994,

bahwa Anggéran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa

ten Daerah Tingkat 11 Pemalang Tahun Anggaran 1993/

1994 tersebut diatas,un%uk dapat dilaksanakan perlu

mendapat pemgesahan dari Gubernur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Tengah sesual dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku.

‘ Mengilgat eecescoevenseescne ( 2 )o
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Mengingat

1'

S

7

-2 -

Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Femerintahan di Daerah h

Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben
twkan Propinsi Jawa Tengah ; A

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pe
ngurusan Pertanggukg jawaban dan Pengawasan Keuagg
an Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Ca
ra Penyusuwnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pe
nyusunan Perhitungan Anggaran FPendapatan dan Belan
ja Daerah ;

Feraturan Menteri Dalam Negeri No@br 11 Tahun 1975
tentang Contoh - contal Cara Penyusuﬁan Anggaran -
Pendapatan dan Belénja Daerah, Pelaksanaan Tata -

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhltungan -

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 1990
tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan
Ketua,,wakil Ketua dan Anggota Dewan Ferwakilan - _/
Rakyat Daerah H

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1390

tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan
Purna Bhakti An gota Dewan Perwakilan Rakyat Dae -

rah ;

8 . Keputusan Menteri.----...(})'
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11,

124

13.

14,

-~ 3=

Keputusan Meateri Dalam Nogeri Nomor 900-099 tanggal 2
April 1980 tentang Manual Adm:.m strasi Kouangan Dacrah;
Keputusan Mentoeri Dalom mgom Nomor 570-360 tanggal 28
Oktober 1981 tontang Program Pombinaan Anggaran Dacrah
dan Pungendalian Kredit Anggaran.;

Koputusan Monteri Dalan Negeri Nomor 94 Tohun 1984 tang
gal 15 Desember 1984 tentang Langkab Portoma Pensinkroni
sasian Anggaran Pendapatan dan Bolanja Dacrab dengan -
Anggaran Pendapatan dan Buianja Negora ;

Koputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18
Scptember 1985 tentang Penyompurnaan Bentuk dan Susunan
Perubahan snggaran Pchdapatan dan Belanja Dacroh
Koputusan Mentori Dalgm Neg giri Nomor 903~1319 tanggal 19
Desember 1985 tentang Ponyompurnaan Keputusan Mentori Da
lam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran -
Pendapatan dan Belanjs Dacrah ;

Keputusan Monteri Dalom Hegori Nomor 903~269 tangeal 3.
Maret 1986 tentang Fesyempurnann Bentuk dan Susunan Ta
ta Usaha Keuangan Dacroh geria Porhi tungan Anggarcm”l?o_x‘x_
dapatan dan Belanja Dacrah ; '

Koputusan Mentcri Dalam Nogeri Nomor 903-379 tanggal 11
April 1987 tontang Pongsunaan 3istim Digit dalam Polok—
sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sorta Po-
tunjuk Tcknis Tata Usgha Keuangan Daorah ;

15. Keputusan eesesessse ( 4 )o
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15.

16.

17.

- 4 -~

Keputusan Henteri Dﬂlam ’\Iegorl Nomor 903-056 tanggal 19
Januari 1588 tcntang Perubahan Pa: iyempurnaan Pos 2e2¢2
Kepala Dacrah, mcnjadi Pos 2. 2 2 Kepala Daera.h d.a.n do -
kil Kepala Dacrabh

Koputugan Hentori Dalam Ncgcrl Homor 903-057 tcmgg'il 19
Jamari 1588 tentang Penyempurnaan Bontuk d‘an.u_Sustman -
Anggaron Fendapatan Dacrah ' >‘
Kepuiusan Menteri Dalam Nogcm Nomor 903-617 tanggal 25

- Juli 1988 tentang Pmycmpurnaan Keputusan Menteri Dalam

18.

Negeri Nomor 903~1316 Tahun 1985 ten rtang Pcwcmpurnaan'-
Bentuk dan Susunan Perubshan Anggorea Pendapatan dan Be
lanjn Dacrah ; ' .

Keputusan Menteri Dalam Nogori Nomor 35 Tahun 1990 tang
gal 29° 4pril 1990 ‘bcntang Pervbahan Jcntuk Susunan Pos -
2¢241 ¥ Dewan Perwaka.la.n Rakyat Dacra.h o

Memperhatikan @ -

~le Surat i"éﬁcrl Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1993
Fomor 903/672/PUOD tentang Fedoman Fenyusunan Angaa
ran 1993 / 1994 ;

2¢ Surat Mentori Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1693

. Komor 050.1/441/S7 peribal Petwijuk Poloksansan Pro
gram Pembangunan Dacrah Tahun Arggaran 1993/1994 ;

3e Surat Gubernur .‘.-.-....'u.'( 5 )‘.

"""""""
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*, 3. Burat Gwbernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
15 Maret 1993 Nomor 903/011366 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993
/ 1994 ; | S
L. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang taé51MM
gal 31 Maret 1993 Nomor 9 Tahun 1993 tentang Penetapan Ang
'garan Pendapatan dan Belanja Daerah Kaﬂdﬁateﬁ Daerah Tirng~: -
~ kat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993,

MEMUTUSKAN

vy

Menetapkan : o e

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Pemalang tanggal 31-Mawet 1993 Nomor
9 Tahun 1993 tentang Penetapan Amggaran Penda -
patan dan Belanja Daerah‘Kabupaten Daerah Ting- .
kat II Pemalang Tahun‘Anggaran 1993/199%  yang
ber jumlah sebesar Rp.20,243,092,000,00 terdiri=--

dari
1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.20.243,092.000,00
2. BELA&NJA '

-Rutimn Rp. 9,078.735.000,00

- Pembangunan Rp. 11.164,357.000,00

Jumlah .-.....g-n......-.Rp.20.2‘43-092-000,00.’

e o e
i —— =

BAGIAN URUSAN «eveveoreneones( 6 ),
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BAGLAN URUSAIT K4S DAN PERHITUNGAN

1. PENDLPLTIN

2 i

-~ Pcndapatan $00000000800000000000020000000 Rpolo58104320000,00

2+ BELANJG $-
-~ Pembangunan Rp. -

J UMl &b eecoscencecscocancenssesssss Rp-lo58lo4320000,00

Sclisih o-ooco-ooo-ooooooc;ooo.aooo Rp. NIHIL

Kodua ¢ EENDAFATAN
le 2e Peoncrimaan unggaran yang tercantum dalatﬁ ayat -
142424098 Pencrimaon Dinas Keschatan atas Penda~
patan Puskosmas uraiannya agar discsuaikan menjg
di pencrimaan Puskesmas, scsuai surat Gubernur -
Kepala Dacrah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 =
Marct 1593 Nomor 903/011366 ;
be Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pema
lang Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 31 Maret 1993 ten

tang Pencyapan 4PBD Tohun 4nggaran 1993/1994 sue

paya dildngkapi dengan ringkasan- APED Ta,hun dnggn. .
ran 1993/1994 ; | |
ce Uraian judul ayat 1.2.3.123 Bagian Laba darl Peru
sahaan Dacrah scndiri agar discsuaikan menjadi Pc
rusahann Dacrah Bank Pasar § |

Ad. Jﬁd;'lJ.l’Urs’.IiM' >o‘o-oocu ( T )'



3
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2.

=T~
d. Judal Uraian pcncriino.a.n Dacroh dari Dinas Dacrah
tidak perlu discbutkan pula jenis pencrimaannya
totapi cukup ditulis Dinasnyn misalnya Ayat ..7..
le2e44146 Dinas Feternakan.
Ce Ayat 1.245.182 Perscwaan Gedung - gedung schesar
Rp+13.000,000,00 ngar dipindshkan dalam ayot «ss
142424081 Uang Scwa Tanah / Bangunan.
Penganggaran alokasi dan pembebanan ayat serta urai
annya dari Pencrimaan Dacroh yang sumber dananya da
ri Tihgka.t I movpun Tingkat Pusat supays discsuikan
jumlahnya séguni dengan Lampiran Surat Gubernur Koe
pala Dacrah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret
1993 Nomor 903/011366 perihal Pedoman Penyusunan -
4PBD Tohun 4nggaran 1993/1994 dan SPABP Tahun 4Anggp

" ran 1993 / 1994

Ketign

BEL&NJ4 RUTIY

1. Mcngenai ponyediaan Dana untuk pembdiia.p Tunjang

an porbaikan Penghasilan ( TPP ) kenaikannya agar
disesué.ikan dengan prosontasc berdasarkan klasi-
fikasi PADS scsual dcngan kemampuan Keuangan Dag
rah. '
Dalam porhitungan tcrscbut‘ tidak tcermasuk Tun -
jongan Keluarga dan hanya dibayarkan kepada para
Anggota DPRD yahg bukan dari Pegawai Negori Si =-
pil/4BRI, sosuai dengan Surat Menteri Dalam Nege
ri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/6702/PUOD
den Kawat Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 12 Mei 1993 Nofzno; 903/16519.

Cesoesnessann (8)‘
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S
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Biaya Kegiatan Baperda sebesar Rp.7.500.000,00 yang tercantum
dalam Pasal 2,2.,1.1011 digit 90 Lain -~ lain Ongkos Kantor su
paya dipindahkan ke pasal 2.2.1,1030

Tanjangan Tetap Badan Pertimbangan DaerahASESuai dengan Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret
1993 Nomor 903/0113%66 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun -

‘Anggaran 1993 / 1994,

Pembebanan pasal dah uraian pasal dalam Pos 2.2.2. Kepala Dqé
rah agar disesuaikan dengan pasal yang telah dibakukan dalam

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903
/672 / PUOD dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 perihal Pedoman
Penyusunan APED Tahun Aﬁggaran 1993/1994,

Dengan demikian terhédap kegiatan‘Kepaia Daerah yang masih di
bebankan dalam pasal -~ pasal Pos 2.2.3. Sekretariat Daerah,su
paya dipindahkan dalam Pos 2.2.2. Kepala Daerah,

Mengenai Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertani .

an (SBBO-PP) yang tercantum dalam pasal 2,2.3.1084 Biaya Ope-
rasional sebesar Rp.37.062,000,00 agar dianggarkan pula sesua’

dengan perincian kegiatannya dalam pasal 1011,1031,1071,10723\1

sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun =
1992 tanggal 27 Juni 1992 dan Surat Menteri Dalam Negeri faqg
gal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD.

¥

5.»a. Pasal ..-"........Q.'....... ( 9 ).
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a. Pasal 2.2,4.1081 Uang perangsang dan insentip sebesar

Rp.155.409.000,00 agar dicantumkan dasar pengaturan -
Peraturan Daerahnya dan dirinci menurﬁt rencana kegi-
tannya, '
Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 126 Tahun 1979 Kegiatan Pemungutan Pendapa
tan Daerah diberikan setinggi - tingginya 5 % dari re
alisasi Pendapatan Daerah atau sesuai kemampuan Keu ~
angan laerah, . ' S

b. Pasal 2.2.4.108%4 biaya Operasional Kegiatan Peningkat
an Pendapatan Daerah sebesar Rp.199.164,000,00
dalam kolom keterangan lampiran A.2/R Kepﬁtusan Bupa~-
ti Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31-Maret
1993 Nomor 903/1182/1993/KU supaya dirinci kegiatannya.

Mengenai pembebanan pasal daiaﬁ Pos 2.5.2. RSU pasal ...

2.5.2.1051 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor digit 10

biaya Pengecetan dan pengapuran sebesar Rp.8.000,000,00

dan digit 30 biaya perbaikan atap dan lantai sebesar ...

Rp.20.000.000,00 yang diambilkan dari dana SBBO-RSUD ti-

dak diperkenankan, sesuai dengan surat Menteri Dalam Ne

geri tanggal 24 Juli 1991 Nomor 972/2793/PUOD tentang Pe.
tunjuk Pelaksanaan SBBO=RLUD Tahun Anggaran 1991/1992.

7. Pasal .ugoco..coooo'cooa(lo)o
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7. Pasal 2.13.1.1124 Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan

N

dari Penyisihan Bagian Penerimaan Pajak dan Retribusi se-

besar Rp.114.872,000,00 untuk Bantuan dari Tingkat II se-

besar Rp. 15.750.000,00 supaya dipindahkan dalam pasal 2,

13.1.11225 Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan

Pajak dan Retribusi Dati II.

; Dengan demikian uraian pasal 2,13.1.1125 yang semula bia-

? ya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Keluréhan dipindahkan

dan dirinei dalam pasal 2.13.1.1126, sesuai dengan surat- ~

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 -

Maret 1993 Nomor 903/011366.

8. a. Mengenai Bantuan Belanja Rutin NOn.Belanja Pegawai un-
‘tuk Dinas P dan K sebesar Rp.2.500.000,00 dalam Penja-
baran Pasal 2.,14,1,1131 Bantuan untuk Instansi Vertikal
Departemen Dalam Negeri supaya dipindahkan dalam 2.6,1
Pos P dan K sesuai pasal menurut kegiatannya.

b, Biaya Peringatan Hori Besar Nasional sebesar S
Rp. 25.000,000,00 yang tercantum dalam Penjabaran pasal
2.14,1.,1134 Bantuan untuk Organisasi Profesi,tidak di -
pérkenankan sesual dengan surat Menteri Dalam Negeri -
tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD. -

Keempat : PEMBANGUNAN :

1. Penyediaan kredit anggaran untuk beberapa pasal dalam =
Belanja Pembangunaﬁ agar disesuaikan dengan Nomenklatur

Sektor dan Sub Sektornya antara lain :

- 2P.O.9.l.02.001 ssscrerbas e (ll)o
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- 2P.0.9.1.02.001 dan 2P+Q.9.1.02.002
- 2P.0.9.1.04,001
- 2P.0.9.1.05.00L dazi 2°.0.9.1.05,002

" dipindahkan ke Sub Sektor 2P,0.9.2, ( Sub Sektor Pendidikan

Umum, Generasi Muda dan Olah Ragu )

.= 2P.0.15,2.01.001 Proyek Bantuar, Survey/Design Proyek Padat

Karya Gaya Baru Tahun 1993/199% Kabupaten Dati II Pemalang
dialihkan ke Sektor 2P.0.6.

Pasal 2P.0.16.1.02.001 Proyek Pen‘ngkatan Aparatur Pemerin =
tah Rp.6%.000.000,00 supaya disestaikan menjadi sebesar ....
Rp. 75.000.000,00 sesuai dengan fo*mat D=2, Ha311 Ratik In -
pres Dati II tanggal 8-9- Maret 2993 di Bappeda Tingkat I Ja
wa Tengah.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Angga -

ran dan Ketua Bappenas iangga. 27 Januari 1993 Nomor SE.1lh4 /

A/bL/0193 perihal Pedohan Umum Pembahasan Bantuan Peningkatan
Jalan Propinsi (IPJP® dan Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten
(IPJK) di Daerzh Tigkat I, maka penganggaran proyek IPJK -
yang tercantum dalds Lampirén Keputusan Bupati Kepala Daerah
tentang Penjabafa~Anggaran Belanja Proyek(Khusus IPJK), su-
paya disesuaikaniengan RPPIP-2 yang memuat antara lain nama
Ruas Jalén/namafembatan,Nomof rués jalan, panjang ruas jalan

/jembatan dan taya proyek.

L}'. Mengenai .ooo.noo.o.lqaotoo(lz)i
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Mengenad pembebanan pasal Proyek y'mg sumber dananya dori
Bantuan Lapres agar discsuaikan dengan SPABP Tahua Angga—-

_Tan 1993/1994, antarg lain

Se

6

- Bantuan Inpros SD discsuaikan Cengan SPABP tanggal 19 ~
Marct 1993 Nomor 003/INP-04/0/0392.
— Bantuan Inpres Keschatan discsunikan dengan SPARP tang-
gal 19 Maret 1993 Nomor 003/INP 05/0/0393.
= Bantuan ;npres Penghijauan discsunikan dengan SPARP =
tanggal 19 Marct 1993 Nomor 003/INP 10/0/0393.
Scsuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Toe
hun 1992 tanggal 15 Mei 1992 tentoang Alokasi Pcnycitmil -
Modal Pemerintah Dacrah pada Yanarti supaya dianggsrkan —
dana untuk penyertaan modal Yanarti scbagai kewajiban Fo-
merintoh Dacrah Kabupaten Dati II Pemalang yang seharus -
nya dipenvhi Tahun dnggaran 1992/1993 50besar eveessssass
Rp«774000,000,00,
Kekurangan tcrscbut supaya dianggarkan dalam Penyuswan =
Perubohan APBD Tahun anggaran 1993/1994. ‘
Pasal 2P4049424014001 Proyck Bantuan penyclcnggaraan ch‘,i,
atan Hdari Anok Nasional dan Hari Aksara Intcrnasional Ka
bupaten Dati II Pemalang scbesar Rp«240004000,00 tidak di
perkenankan scsual Surat Menteri Dalam Nogcfi tanggal 12
Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD tentang Pedoman Ponyusun
an APED Tohun Anggoran 1993/1994s |

T« Scsuai dengoll  esssesesens ( 13 )0
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Scsuai dengon Keputusan Bersama Menteri Peadidikan dan Kebu
dayaan, Menteri Keschotany Menteri Agamp dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 0408 a / U / 1984, Nomor 319/MENKES/SKB/NI/ -
1984, Nomor 74/TH/1984 Gan Nomor 60 Tohun 1984 tentang Po -
kok Kebi jaksanaan dan Pengembangan Usoha Keschatan Sckolah,
maka supaya discdiakan dana untuk keporluan pembinaan Usa -
ha Keschatan Sckolah ( UKS ), scsuai kemampuan ¥cuangan Dag
rohe. . _
Penunjukan Unit yang bertanggung jawab Proyck Dacrah pada =
2Pe0¢15+2402.,001 sampai dengan 006 dalam program Penycmpure
naan don pengembongan Statistik (2Pe0415.2402) dimana ditun
juk Instangi Vertikal ( Kantor Statistik ), supaya dipindah
kan pada Bappeda Tingkat IT scbagai Unit yang bertangsung —
Jjowabe

Adapun pelaksannonnys dilakukan/Koordinasi dengon Kantor -
Statistike ‘
Hal terscbut scsuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Ne

geri tonggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/FUOD.

Kelima : Apabila penciopan perubahan Anggaran Fondapatan -

dan Belanja Dacroh Tahun dnggaran 1993/1994 tcloh
melampaui‘ masa trivulan III, maka supaya dibhindari
" adanya penganggaran proyckeproyck baru mengihgat —
Jjangka waktu proscs persiapan sangat pendck sching
go proyck = proyck dimaksud tidak dimungkinkan lo-
gi untuk meloksanakan karcns menjclang Tahun dnggo

ran Berakhire

Koonam esseeocvssesscene ( 14 )'
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Kedelapan :

- 14 -
Segera dilakmkan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan:
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalan&fﬁ
Tahun Anggaran 1993/1994 dengan mengikuti seluruh keten
tuan seperti ditetapkan dalam Diktum ~ diktum tersebut-
diatas, sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dila-
kukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah =
Tingkat II Pemaléng tanggal 31 Maret 1593 Nomor 90}/' -
1182 / 1993 / KU tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan ~
Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belar
ja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan Diktum
diktum diatas dan setiap perubahan Keputusan Bupatl Ke-
pala Daerah supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Dae -
rah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu=
paten Daerah Tingkat IT Pemalang Tahun Anggaran 1993‘/
1994 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daeggh Qggggal
31 Maret 1993 Nomor 9 Tahun 1993 beserta lampirah-lam -
pirannya dengan perubahan - perubahan‘sepertivtercanﬁum
dalam Diktum - diktum diatas dengan-catatan bahwa semué
jenis penerimasan dan pengeluaran hanya dapat dianggap -
sah apabila didasarkan pada Peraturaanerundanééh ‘iann

berlaku. ~

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang harus mengirim -
kan laporan Triwulan mengenai Realisasi Anggaran Penda-

patan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/19?4 sesee

Selambat'lambatnya o0 n . oy coe0s o0 ( 15 ) ')
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selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulanan bersang
kutan berakhir dengan mengisi Contoh B.XV, B.XVI dan B%kVif -
( Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 )¢ kepada:
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Biro Keuangan
Bagian Anggaran Daerah Bawahan ) di Semarang dalam 3 (tiga)

ganda

b, Kepala Inspektorat Wilayah Probinsi Daerah Tingkat I Jawa =
Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda serta ;

¢. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongen di Peka =

longan ;

Kesembilan : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala

Déerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran

‘Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) dari Peratu

ran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengu - -

rusan, Perdanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan. .

Daerah,

Kesepuluh o‘c-oono.-ooco..(l6)i'

L
o
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Kesepuluh : Keputusan ini berlaku pada tanggal d1tetapkan dan ber

-

laku surut sejak tanggal I: Aprll 1993.

Dltetapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 7 Juni 1993,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
Cap. tta
ISMAIL ~

SALINAN : Keputusan kepada Yth.

1.

"Dlrektur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;

S
6.

7
8.

9.
10,

11.
: 2.
13.

1k,
15,

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakart:

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen
Dalam Negeri Up.Dlrektorat Keuangan Daerah di Jakarta; ]
Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up.Kepala Biro Ke =
uangan di;Jakarta; ’

Wakil Gubernur Kepala Daera@ Tiggkat‘I Jawa Tengah Bidang I dan I
Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

Semia Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan;
Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semaranﬁ,g
Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
di Semarang; .
Kepala Biro Hukum, Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I =

Jawa Tengah.di Semarang;

Kepala Biro Pembangunan Daerah(Bangda) ,Kantor Sekretariat Wilayah
Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
Ketua DPRD Kab. Dati II Pemalang di Pemalang;

Berkas Surat Keputusan.

1 s/d 12  untuk diketahui

13 dan 14  agar diindahkan. A



